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ABSTRAK

PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN
BERBASIS MASYARAKAT DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI,

PROVINSI LAMPUNG

Oleh

M. SAIPURROZI

Program kemitraan merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian konflik

pemanfaatan lahan hutan negara oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk

mengkaji uji coba program kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV

Gedong Wani. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi  partisipan, focus group

discussion dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua

bentuk uji coba kemitraan yang dikembangkan yaitu kemitraan dengan kelompok

tani hutan Agroforest Park dan peternak ayam. Faktor pendukung pelaksanaan uji

coba kemitraan antara KPH Unit XIV  Gedong Wani dan KTH Agroforest Park

adanya keterlibatan stakeholder terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota

terhadap pengurus; sementara faktor penghambatnya yakni: adanya anggota yang

tidak patuh terhadap aturan dan intervensi oleh LSM Manunggal Wana Bakti

terhadap pengurus. Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV

Gedong Wani dan peternak ayam adalah: adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha



Industri Ayam Ras dan tingkat kesadaran peternak, sedangkan faktor

penghambatnya yakni keterbatasan informasi tentang kepemilikan peternakan,

petugas lapang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya serta upaya

sosialisasi yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Pelaksanaan uji

coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dengan kelompok tani hutan

dan peternakan ayam perlu diupayakan pembinaan dan pendampingan oleh

petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Upaya tersebut

diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bermitra.

Kata kunci: Kelompok tani, Kemitraan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi (KPHP), Konflik, Akses.



ABSTRACT

DEVELOPMENT PATNERSHIP PROGRAM
IN FOREST MANAGEMENT UNIT XIV GEDONG WANI,

LAMPUNG PROVINCE

By

M. SAIPURROZI

The partnership program is one solution in conflict resolution on state forest land

use by the public. The aim of research is to study pilot program of forestry

partnership in Forest Management Unit XIV Gedong Wani. This study is a

qualitative study, in which data were collected by interviews, participant

observation, focus group discussions and document research. The results showed

that there are two forms of partnership pilot developed that is a partnership with

Agroforests Park and a chicken farmer grouf. Supporting factors the

implementation of the partnership pilot between KPH Unit XIV Gedong Wani and

KTH Agroforests Park related stakeholder involvement and a high level of

confidence members of the board, while the inhibiting factor their members who

do not adhere to the rules and interventions by NGOs Manunggal Wana Bakti

against officials. Supporting factors partnership between KPH Units XIV Gedong

Wani and a chicken farmer is existing Broiler Industry Association involvement

and the level of awareness of chiken farmer, in other side the inhibiting factor



limited information of chiken farmer , the officer who have specific expertise in

the field and the efforts carried out by the KPH Unit XIV Gedong Wani. In the

implementation of partnership between KPH Units XIV Gedong Wani with forest

farmer groups and poultry need to provide guidance and mentoring by officers

who have specific expertise in the field. The effort is expected to increase their

Capacity of the partner Human Resources(HR).

Keywords: Farmers, Forestry partnerships,  Forest Management Unit (KPH),

Conflict, Access
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan di Indonesia telah mengalami tekanan dan gangguan yang

mengakibatkan deforestasi dan degradasi yang semakin meningkat dari tahun ke

tahun. Menurut FWI (2014) laju deforestasi di Indonesia pada periode 2009- 2013

adalah sekitar 4,50 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah

sekitar 1,13 juta hektar per tahun.  Sekitar 41 juta ha luas tutupan hutan alam yang

berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain belum

memiliki lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengelola di lapangan.

Tekanan dan gangguan terhadap hutan disebabkan antara lain oleh lemahnya

kepastian hak atas kawasan hutan serta lemahnya kelembagaan pembangunan

kehutanan yang menangani masalah di lapangan. Hal tersebut berakibat pada

konflik pemanfaatan lahan antara negara dan masyarakat. Konflik lahan sering

ditangani oleh negara menggunakan cara-cara kekerasan dan menuduh

masyarakat sebagai pelanggar hukum. Dalam banyak kasus, konflik vertikal

antara masyarakat dengan perusahaan atau negara berubah menjadi konflik

horizontal antara masyarakat (Susan, 2012).
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Konflik vertikal dan horizontal tersebut umumnya disebabkan oleh kepentingan

individu atau golongan. Konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang

terlibat dalam pengelolaan di KPH tidak mungkin dapat dihindarkan. Setiap aktor

memiliki tujuan yang berbeda dan kepentingan yang saling bertentangan dengan

sumber daya yang ada sehingga dapat mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan hutan. (Maryudi et al., 2015).

Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh konflik di atas, perlu dikelola karena

menimbulkan pengaruh yang besar. Menurut Fisher et al. (2003) pengelolaan

konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan

mendorong perubahan perilaku yang positif. Pernyataan tersebut didukung juga

oleh Yasmi (2013), yang menyatakan bahwa konflik pada umumnya berdampak

negatif, tetapi juga dapat berdampak positif misalnya dapat menyebabkan aksi

kolektif di tingkat masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk

memperjelas hak kepemilikan.

Pembentukan KPH memberikan kepastian penguasaan kawasan hutan serta

kesempatan kepada para pihak untuk turut  mengelola sumber daya hutan sesuai

dengan karekteristik sumber daya hutannya (Sylviani, 2014). Oleh karena itu,

KPH sebagai unit pengelolaan di tingkat tapak dianggap menjadi solusi strategis.

Hal ini mengingat kondisi wilayah kelola KPH  yang tidak terlepas dari interaksi

dengan masyarakat, sehingga perlu diterapkan konsep kehutanan masyarakat.

Konsep inti dari kehutanan masyarakat terletak pada upaya untuk membangun

partisipasi aktif dari penduduk setempat (Maryudi et al., 2012).
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Dalam implementasi konsep kehutanan masyarakat, pihak KPH memberi akses

kepada masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan dengan mengacu kepada

aturan yang berlaku, salah satunya melalui skema kemitraan. Kemitraan dilakukan

berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang

hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprapto, 2014). Selain dalam

bentuk skema kemitraan, di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 83 /MENLHK /SETJEN/

KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial juga mengatur dalam bentuk skema

kemitraan kehutanan. Tujuan kemitraan kehutanan dalam PerMENLHK tersebut

yakni menciptakan pengelolaan hutan yang lestari, meningkatkan kesejahteraan,

keseimbangan lingkunagan dan dinamika sosial budaya. Simmons et al. (2015)

menjelaskan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan perlu

dilakukan penilaian kebutuhan yang komprehensif dan mengidentifikasi

perspektif mitra pada isu tertentu.

Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan

masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama

kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama,

aturan main serta sanksi-sanksi harus melibatkan kedua belah pihak di dalam

penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tersebut

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua

belah pihak. Keberlanjutan hubungan kemitraan tersebut akan dipengaruhi oleh

sejauhmana para pihak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
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B. Rumusan Masalah

Areal kawasan hutan produksi KPH Unit XIV Gedong Wani telah diokupasi oleh

masyarakat dengan total luas 97%. Masyarakat yang beraktifitas dan tinggal di

dalam areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani menimbulkan ancaman terhadap

konflik tenurial. Selain masyarakat, ada pula pengusaha  berasal dari luar desa

sekitar KPH Unit XIV Gedong Wani yang tertarik untuk berusaha di areal

tersebut. Hal ini terjadi karena akses kawasan tersebut sangat mudah dan

posisinya sangat srategis bila dilihat dari pusat kota Bandar Lampung.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa areal KPH Unit XIV

Gedong Wani belum terkelola secara baik. Dengan demikian, perlu adanya sebuah

bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Bentuk pengelolaan tersebut

diharapkan mampu mengakomodir kepentingan semua stakeholder terkait. Pola

kemitraan saat ini adalah solusi penyelesaian konflik yang paling tepat untuk

dikembangkan di dalam pengelolaan kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani.

Kemitraan yang baik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH

Unit XIV Gedong Wani dan masyarakat yang tertuang di dalam naskah kerja

sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan meliputi pola-pola kerjasama,

aturan main, hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi yang melibatkan kedua belah

pihak di dalam penyusunannya. Setelah terbentuknya kemitraan tersebut

diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan

harapan kedua belah pihak. Penelitian program kemitraan berbasis masyarakat di
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KPH Unit XIV Gedong Wani ini dilakukan untuk melihat proses kemitraan,

bentuk kemitraan dan bagaimana implementasi kemitraan antara Kelompok Tani

Hutan dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV

Gedong Wani.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana permasalahan konflik tenurial yang ada KPH Unit XIV Gedong

Wani?

2. Bagaimana proses kemitraan yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani?

3. Bagaimana bentuk kemitraan dan kaitannya dengan kelembagaan KTH atau

dengan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV

Gedong Wani?

4. Bagaimana implementasi kemitraan dalam pengembangan kelembagaan KTH

dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV

Gedong Wani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan permasalahan konflik tenurial yang ada di KPH Unit XIV

Gedong Wani.

2. Menjelaskan proses kemitraan yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.
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3. Menjelaskan bentuk kemitraan dalam pengembangan kelembagaan KTH dan

kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong

Wani.

4. Menjelaskan implementasi kemitraan dalam pengembangan kelembagaan

KTH dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV

Gedong Wani.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi kebijakan

dalam penerapan pola kemitraan berbasis masyarakat bagi pihak-pihak yang

terkait seperti KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi, LSM dan lain-lain untuk

mengelola hutan secara adil, sejahtera dan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Kesatuan Pengelolaan Hutan  (KPH) Unit XIV Gedong Wani mengalami

degradasi dan deforestasi. Sebagian besar lahan di kawasan KPH Unit XIV

Gedong Wani telah mengalami perambahan oleh masyarakat dan kawasan hutan

dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Atas

dasar tersebut KPH Unit XIV Gedong Wani membangun pola kemitraan dengan

kelompok tani dan pengusaha kawasan hutan lainnya. Dengan demikian dapat
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meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya mengatasi konflik tenurial

yang menyebabkan degradasi, deforestasi dan perambahan.

Kemitraan yang baik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH

Unit XIV Gedong Wani dan masyarakat selaku penggarap oleh sebab itu perlu

keterlibatan aktif kedua belah pihak yang bersepakat mulai dari penyusunan,

pelaksanan dan implementasinya. Penelitian program kemitraan berbasis

masyarakat di KPH Unit XIV Gedong Wani ini dilakukan untuk melihat konflik

tenurial, proses kemitraan, bentuk kemitraan dan bagaimana implementasi

kemitraan antara KTH dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di

KPH Unit XIV Gedong Wani. Skema kerangka pemikiran tersebut disajikan pada

Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Proses
Kemitraan
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Konflik Tenurial

Aktivitas Masyarakat

KelembagaanKemitraan Kehutanan

Implementasi
Kemitraan
Kehutanan

Analisis deskriptif kualitatif

1. Sejarah Kelembagaan
2. Peranan pengurus
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kehutanan

2. Perjanjian kerjasama
(MoU) kemitraan
kehutanan

3. Implementasi kemitraan
kehutanan

1. 1. Faktor pendukung
dalam implementasi
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2. 2. Faktor penghambat
dalam implementasi
kemitraan

Analisis Rata (Rapid Land Tenure
Assessment)

KPH Unit XIV Gedong Wani
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Tenurial

Tenurial yang berasal dari bahasa latin tenere yang mencakup arti memelihara,

memegang, memiliki. Istilah ini biasa dipakai dalam uraian –uraian yang

membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan dari suatu sumberdaya

yaitu mengenai status hukumnya. Menurut Susilowati (2015) konflik ditimbulkan

akibat berbagai pihak muncul dan ingin menguasai sumberdaya yang ada

(penguasaan lahan).

Konflik lahan merupakan salah satu konflik yang terjadi didalam pengelolaan

hutan selain konflik sumberdaya hutan dan konflik sosial/etnis.  Konflik ini

merupakan tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa lahan, penyerobotan lahan

dan perladangan liar. Konflik sumberdaya hutan antara lain penjarahan dan

pencurian kayu dari hasil hutan lainnya serta konflik sosial/etnis yakni konflik

pendatang dengan penduduk asli (Sylviani et al., 2015).

Pada garis besarnya ada 2 (dua) macam bentuk sengketa pertanahan yang terjadi

di indonesia  yakni bersifat horizontal dan vertikal.  Sengketa horizontal

ditunjukan pada sengketa antar warga masyarakat, sedangkan sengketa vertikal
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terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal dan atau dengan negara

(Susilowati, 2015).

Tenurial merujuk pada kandungan atau hakikat dari hak dan jaminan atas hak. Ini

berarti hak dari sudut pandang yang berbeda, yaitu terhadap hak yang tumpang

tindih sewaktu dua orang atau lebih mengaku berhak atas sumber daya yang sama

dan terkadang juga konflik.  Adapun jaminan atas hak merupakan kemampuan

mendapatkan sumber daya yang bebas dari pemaksaan, sengketa, ataupun

persetujuan dari pihak luar, serta kemampuan untuk menuntut pengembalian

investasi atas sumber daya (Larson, 2013).

Persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan saat ini, meliputi

ketidakpastian hukum atas hutan, tingginya konflik tenurial kawasan hutan dan

ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan. Salah satu akar

persoalan dari ketidakpastian hukum atas hutan adalah tumpang tindih kebijakan

yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Pada saat yang bersamaan ekspansi

sektor pertambangan dan perkebunan semakin massif ke dalam kawasan hutan.

Kenyataan ini pulalah yang menyebakan tingginya kejadian konflik tenurial

kehutanan di berbagai wilayah (Suciana et al., 2013).

Ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan ini berkaitan

dengan masalah klaim atas tanah dan pengembalian hak atas tanah. Penyingkiran

masyarakat adat dan masyarakat lokal dari kepemilikan mereka atas tanah dan

wilayahnya telah mendatangkan serangkaian masalah bagi masyarakat. Mereka
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praktis tidak memiliki tanah lagi, atau memiliki tetapi sangat terbatas dan tidak

memadai, untuk mempertahankan kelangsungan hidup beserta kebudayaan

mereka. Kenyataan seperti itu tidak mencerminkan keseluruhan permasalahan

masyarakat adat dan masyarakat lokal, tetapi tergantung pada sejauh mana mereka

bisa memperoleh tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin

kelangsungan pembangunan ekonomi dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan

hidup (Suciana et al., 2013).

Resolusi konflik tenurial perlu dilakukan seiring tingginya kerusakan hutan dalam

konteks pengelolaan secara lestari melalui peningkatan komunikasi, kerjasama,

keberpihakan dan pembinaan masyarakat. Terkait upaya tersebut, penegakan

hukum juga diperlukan dalam meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dan

menghindari penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan. (Handok et

al., 2015).

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, perbincangan soal isu tenurial di

kawasan hutan mendapat momentum yang memungkinkan untuk terjadinya

perubahan peraturan dan kebijakan di Kementerian Kehutanan. Pertama, dimulai

dengan konferensi internasional tentang tenurial dan tata kelola hutan serta usaha

kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011, berhasil menjembatani dialog

antara Kementerian Kehutanan dengan masyarakat sipil. Hasilnya, sejumlah

kebijakan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan antara lain, dibentuknya Tim Kerja

Penyusunan Rencana Makro Tenurial Kehutanan dengan Keputusan Menteri

Kehutanan No. 199 Tahun 2012 yang didalamnya melibatkan sejumlah orang



12

wakil dari organisasi masyarakat sipil. Kedua, Menteri Kehutanan, menerbitkan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.40/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kehutanan, yang mengubah Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan

Kawasan Hutan menjadi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial

Kawasan Hutan, serta menambahkan tupoksinya terkait tenurial kawasan hutan.

Ketiga, penambahan tupoksi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan

Regional dengan tupoksi fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tenurial

kawasan hutan. Momentum perubahan berlanjut pada tahun 2013 melalui

penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Percepatan

Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani 12 Kementerian dan

Lembaga pada tanggal 11 Maret 2013, yang mendorong Kementerian Kehutanan

melakukan sejumlah perubahan kebijakan kehutanan bersama dengan

Kementerian dan Lembaga Negara lainnya (Gamin et al., 2014).

Bila menilik kepada kondisi konflik sumber daya alam termasuk kehutanan,

meski belum ada data resmi yang terkonsolidasi, tetapi jumlahnya tidaklah sedikit.

HuMa melansir data konflik sumber daya alam yang tercatat ada 281 konflik yang

terjadi di 26 provinsi di Indonesia. Luas wilayah yang berkonflik diperkirakan

mencapai 2.706.725 hektar. Jumlah konflik sektor kehutanan mencapai 80 kasus,

konflik agraria/ pertanahan mencapai 32 kasus, serta konflik pertambangan 23

kasus dan paling banyak adalah perkebunan mencapai 147 kasus (Huma, 2013).



13

Konflik tenurial tampaknya terjadi pada semua wilayah KPH, terutama di wilayah

KPH Produksi. Tipologi konflik yang terjadi sangat beragam. Konflik tenurial di

kawasan hutan didasari oleh pertentangan klaim penguasaan lahan oleh para

pihak. Masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan klaim penguasaan

pihak lain. Para pihak yang terlibat dalam konflik kehutanan adalah masyarakat

lokal, masyarakat adat, perusahaan pemegang izin, hingga Kementerian

Kehutanan (Suciana et al., 2013).

Konflik tenurial di wilayah KPH Produksi lebih sering terjadi bila dibanding KPH

Lindung. Hal ini didasarkan pada dimungkinkannya banyak klaim penguasaan di

kawasan hutan yang berstatus produksi mulai dari pemegang izin HPHHTI, HTR,

hingga izin pinjam pakai atau tukar menukar kawasan. Selain itu banyaknya

kemungkinan para pihak memiliki klaim atau memegang perizinan atas kawasan

hutan tipe produksi, konflik tenurial biasanya menyangkut kondisi hutan yang

sesungguhnya. Banyaknya pengusahaan hutan yang beroperasi meninggalkan

lahan yang telah rusak dan menjadi open access atau berubah menjadi kawasan

permukiman (Suciana et al., 2013).

Menurut Firdaus dan Widawati (2014)  berbagai instrument dan perangkat (tools)

yang digunakan dalam pemetaan konflik di lapangan untuk mengurangi

permasalahan terkait land tenure dalam pengelolaan hutan di Indonesia antara

lain:

1. Rata (Rapid Land Tenure Assesment/Penilaian tenurial secara cepat)

Mengeksplorasi tumpang-tindih klaim di antara para pelaku, yang
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memiliki hak dan kekuasaan yang berbedabeda. Mengingat klaim ini

seringkali berhubungan dengan kebijakan yang tumpang-tindih atau

kebijakan penguasaan tanah yang berubah-ubah, studi  historis dibutuhkan

untuk memahami kepentingan dan tujuan yang beragam seiring dengan

perkembangan sejarah. Dengan menganalisis kebijakan di dalam konflik

tanah dan klaim bersaing, RaTa bisa menyediakan pilihan kebijakan dan

intervensi yang ditawarkan sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan

konflik tanah.

2. AGATA atau Analisis Gaya Bersengketa

Merupakan suatu alat (tools) untuk menganalisis gaya para pihak yang

sedang berkonflik. Tujuan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) adalah:

a. Memberikan pemahaman tentang gaya para pihak dalam bersengketa

kepada mediator dan pihak lain yang mendukung penyelesaian

sengketa.

b. Menemukenali (mengidentifikasi) pilihan-pilihan cara penyelesaian

sengketa atau bentuk intervensi strategis yang dapat dilakukan oleh

mediator atau pihak lain untuk merespon gaya para pihak dalam

menghadapi sengketa.

3. HuMA-WIN

Merupakan suatu aplikasi/software (perangkat lunak) yang dapat

digunakan untuk mendokumentasikan data konflik. Kasus dan peristiwa

yang berkaitan dengan konflik dapat terdokumentasikan dengan baik

sekaligus dibuat menjadi basis data konflik yang sistematis menggunakan

aplikasi ini. Dengan begitu, ketika dibutuhkan untuk analisis atau
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keperluan lainnya dapat lebih mudah diakses.

4. Analisa Gender

Adalah sebuah proses analisa yang digunakan untuk mengetahui posisi,

fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial

yang terdapat di dalam satu komunitas, berkaitan dengan pengelolaan

berbagai sumberdaya dan sumbersumber penghidupan yang mereka miliki

dan atau mereka kelola.

B. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Wacana dan diskusi KPH sebenarnya sudah berlangsung  lama, sejak   UU

Pokok-Pokok Kehutanan  No.5  Tahun  1967  terbit. Dalam prakteknya Kesatuan

pemangkuan hutan di Jawa di kelola  oleh organisasi berbentuk Perum Perhutani,

sementara untuk di luar Jawa pengelolaan dan dan  pemanfaatannya  diserahkan

kepada pengusaha melalui pemberian izin pengusahaan hutan terutama Hak

Pengusahaan Hutan  (HPH)  dan Hutan Tanaman. Periode dekade 80-an,

pengusahaan hutan utamanya diberikan dengan perizinan HPH. Sementara dekade

90-an utamanya  diberikan  dengan  perizinan Hutan Tanaman. Setelah   terbitnya

Undang-Undang   Kehutanan   No. 41  Tahun  1999 pembahasan  mengenai

pembentukan  KPH  dalam arti kesatuan pengelolaan Hutan justru terbengkalai

karena tenggelam dalam dinamika peraturan politik lahan dan  politik ekonomi

kehutanan.  Dengan    terbitnya    Peraturan  Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

dan revisinya PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata    Hutan    dan    Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pembahasan KPH kembali
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mengemuka (Firdaus, 2012). KPH merupakan konsep perwilayahan pengelolaan

hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara

efisien dan lestari. (Putu Oka at al., 2008). Seluruh kawasan hutan yaitu hutan

konservasi, hutan lindung dan hutan produksi harus dilaksanakan proses

pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Pembentukan wilayah pengelolaan

hutan dilaksanaka pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan unit pengelolaan.

Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah

provinsi yang dapat dikelola secara lestari (Ditjen Planologi Kehutanan, 2012).

Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan, maka

seluruh kawasan hutan terbagi kedalam KPH yang merupakan wilayah

pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.  Dengan

demikian KPH menjadi satuan terkecil kelestarian dan dikelola oleh suatu unit

organisasi KPH.  Pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH merupakan usaha

untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan tata hutan, rencana

pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan

konservasi (Sylviani et al., 2015).

Pembentukan wilayah pengelolaan menjadi suatu kesatuan pengelolaan hutan

terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

KPHK merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari

satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan

Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan



17

Hutan Taman Buru. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan

pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan lindung. Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi

pokoknya merupakan hutan produksi (Working Grup Tenure, 2010).

Beradasarkan data Direktorat WP3H (2014) terdapat 121,68 juta ha wilayah yang

telah ditetapkan menteri sebagai KPH terdiri dari 37,73 juta ha KPHK, 24,14 juta

ha KPHL dan 59,81 juta ha KPHP pada tahun 2014. Dari keseluruhan wilayah

yang telah ditetapkan tersebut terdapat 120 unit KPH Model dengan luasan 16,44

juta ha yang terdiri dari 3,55 juta ha (40 unit) KPHL dan 12,89 juta ha (80 unit)

KPHP.

Prosedur pembentukan wilayah KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan

(Permenhut) Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.

Berdasarkan peraturan tersebut pembentukan KPH melalui empat tahap, yaitu:

Tahap 1, Usulan Rancang bangun KPH oleh Dinas Kehutanan Provinsi; Tahap 2,

Arahan pencadangan wilayah KPH oleh Kementerian Kehutanan; Tahap 3,

Usulan Penetapan KPH dari Dinas Kehutanan Provinsi; dan tahap akhir,

Penetapan wilayah KPH oleh Kemenhut.   Setelah penetapan wilayah KPH maka

harus segera diikuti dengan penetapan organisasi yang akan mengelola KPH. KPH

dikelola oleh sebuah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi

pengelolaan hutan di tingkat tapak site level (FWI, 2014).
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Implementasi pembangunan KPH banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi

kelembagaan dan sosial.  Permasalahan dari sisi kelembagaan meliputi hambatan

pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan,

dan SDM.  Permasalahan dari sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh

masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal

KPH model (Alviya dan Suryandari, 2008).

Organisasi KPH diharapkan menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan

pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, mengembangkan investasi

dan menggerakkan lapangan kerja, memiliki kompetensi perencanaan dan

melindungi kepentingan publik, mampu menjawab dampak pengelolaan secara

global seperti perubahan iklim dan berbasis profesionalisme kehutanan. Untuk

menjadi organisasi seperti yang disebutkan di atas diperlukan strategi pengelolaan

hutan lestari termasuk masalah pendanaan dan ketersediaan SDM dalam kegiatan

pengelolaan KPH (Suryandari dan Sylviani, 2012).

Pemerintah menargetkan sampai dengan 2014, akan ada 120 KPH yang akan

ditetapkan. Jumlah ini adalah 20 persen dari wilayah KPH yang telah ditetapkan

oleh Menteri Kehutanan. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan pula wilayah

KPHK sudah ditetapkan di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan target ini,

pemerintah telah menetapkan pembentukan KPH sebagai prioritas kebijakan.

Prioritas ini tertuang dalam perubahan renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010

– 2014. Berbagai kebijakan pendukung pelaksanaan KPH telah disusun terkait

operasional KPH. Sekretariat Nasional KPH telah terbentuk untuk memastikan
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institusi yang menjadi kepanjangan tangan Kemenhut di daerah ini bisa segera

menjalankan peran dan fungsinya (Syukur, 2012).

Salah satu KPH produksi yang ada di provinsi lampung yaitu KPH Unit XIV

Gedong Wani. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK

68/Menhut-II/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 luas wilayah KPH Unit XIV Gedong

Wani yang terletak diwilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten

Lampung Timur seluas ± 30.243 Ha. Pada kawasan hutan KPHP Gedong Wani

telah terdapat penduduk yang mendiami kawasan hutan.  Lokasi areal dari

wilayah kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah terdapat 38 desa

difinitif, bahkan di dalam kawasan hutan tersebut sudah ada Kantor Kecamatan,

Balai Desa, Komando Rayon Militer (KORAMIL), Kantor Kepolisian Sektor

(POLSEK), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Sekolahan dari

Tingkat Dasar sampai Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta maupun

Sekolah Madrasah baik Swasta maupun Negeri, sehingga aksessibilitas untuk di

kawasan hutan UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani tersebut dapat dikatakan

mempunyai aksesibilitas tinggi (UPTD KPHP Gedong Wani, 2012).

Di dalam lokasi wilayah kerja KPH Unit XIV Gedong Wani yaitu pada Kawasan

Hutan Produksi (KHP) Way Ketibung I Reg. 5; KHP Way Ketibung II Reg. 35;

KHP Way Kibang Reg, 37 dan KHP Gedong Wani Reg 40 sudah ada beberapa

perusahaan maupun perorangan dengan tujuan untuk memanfaatkan dan

menggunakan kawasan hutan tersebut baik yang ada ijin maupun yang belum

mendapat mendapat ijin. Pengusahaan lahan ini yang menjadi potensi konflik
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tenurial di KPHP Gedong Wani yang terjadi sampai saat ini (UPTD KPHP

Gedong Wani, 2012).

C. Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau  lebih  yang

membentuk  suatu  ikatan  kerjasama  atas  dasar kesepakatan dan rasa saling

membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha

tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola

kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan,

dan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis  atau KOA. (Jasuli et al,

2014).

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan, baik bagi pemegang izin usaha

pemanfaatan HPH/HTO maupun KPH dapat bermitra dengan masyarakat yang

hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan (Fadila, 2015).  Skema Kemitraan

Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam

dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas

sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan

dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan.  Pemberdayaan

masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk

mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui
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Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

setempat (Adnan, et al., 2015).

Tujuan Kemitraan Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat setempat adalah

memberikan akses dan penguatan kapasitas masyarakat setempat untuk

mendapatkan manfaat hutan secara langsung. Mengajak masyarakat ikut serta

dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat secara bertahap dapat

berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab

dan professional (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

P.39/Menhut-II/2013). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 83 /MENLHK /SETJEN/

KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, dalam peraturan menteri  ini

perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan

dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Dalam pelaksanaannya

perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum

adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan

lingkunagan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan

Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan salah satunya melalui kemitraan.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

di dalam dan sekitar areal hutan.  Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam

produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah
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illegal logging (Efendi et al., 2007). Pemberdayaan masyarakat mampu

memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat (Lowisada, 2014).

Pendapatan antara petani pola kemitraan dengan petani non kemitraan mempunyai

perbedaan yang signifikan, pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi.  Hasil

usaha pola kemitraan lebih efisiensi dibanding dengan hasil usaha petani non

kemitraan.  Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya jaminan serta ada

pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami et al., 2015).

Tingkat keberhasilan kemitraan menentukan manfaat bagi petani. Manfaat

bermitra dapat tercapai sepanjang kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada

prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan menguntungkan (Syafaaty, 2014).

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, negara

harus memperhatikan kondisi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat

sekitar hutan, antara lain kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan

peningkatan kebutuhan pangan serta tingginya angka pengangguran.

Permasalahan ini menjelaskan bahwa upaya pelestarian hutan adalah sesuatu yang

mustahil tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat.  Masyarakat yang tidak

dilibatkan dan tidak mendapat kontribusi yang berarti dari proses pembangunan

hutan akan menjadi perusak sumberdaya hutan.  Masyarakat yang mendapat peran

yang sesuai dalam pembangunan kehutanan dapat menjadi pendorong bagi

keberhasilan dalam berbagai kegiatan rehabilitasi hutan (Siswoko, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bersama

membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong serta tingkat kerusakan dan
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pencurian kayu menurun.  Hal ini dikarenakan masyarakat dilibatkan dan mau

terlibat dalam mengelola hutan dan kegiatan reboisasi.  Masyarakat juga terlibat

dalam menjaga hutan, sehingga terjaganya kelestarian dan keamanan hutan

(Damayatanti, 2011).

Contoh kemitraan yang ada dan berkembang yaitu antara perhutani dengan

masyarakat di Jawa Tengah. Pola kemitraan dilaksanakan pada kawasan hutan

produksi dan lindung. Kemitraan yang dilakukan melalui program PHBM

(Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), terutama di kawasan

hutan lindung. Namun demikian, PHBM pada kawasan hutan lindung tidak

dilaksanakan di semua lokasi hutan lindung di Jawa Tengah, tapi terbatas hanya di

lokasi – lokasi yang tekanan penduduknya tinggi. Dengan demikian terlihat bahwa

tujuan implementasi program PHBM pada kawasan hutan lindung tersebut pada

dasarnya hanyalah merupakan cara yang ditempuh oleh Perhutani untuk menjaga

kawasan hutan lindung dari gangguan masyarakat sekitar. Pada lokasi – lokasi

kawasan hutan lindung yang tekanan penduduknya tinggi (Diantoro et al., 2014)

Program PHBM dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk LMDH (Lembaga

Masyarakat Desa Hutan) pada setiap desa yang menjadi sasaran program PHBM.

Setelah LMDH terbentuk, kemudian dilakukan penandatanganan MoU (nota

kesepahaman) antara LMDH dengan Perhutani KPH setempat. Dari MoU

tersebut, selanjutnya kedua belah pihak membahas dan menyepakati SPKS (surat

perjanjian kerjasama) untuk pelaksanaan program PHBM pada satu luasan lokasi

tertentu, biasanya di daerah pegunungan. Karena kegiatan budidaya pada kawasan
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hutan lindung hanya bisa dilakukan secara terbatas, tidak diperbolehkan ada

budidaya tanaman semusim (tanaman pertanian). Implementasi PHBM dilakukan

secara tematik untuk satu komoditas tertentu misalnya kopi, buah-buahan, hijauan

pakan ternak, dan bambu cendani. SPKS selain menentukan lokasi dan luasan

hutan yang dikelolakankan, juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak,

dan tentu saja juga mengatur persentase bagi hasilnya (Diantoro et al, 2014).

Meskipun kelihatannya secara normatif PHBM itu bagus ada kesetaraan dalam

proses negosiasi, ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, ada penentuan

bagi hasil, dan lainnya. Namun dalam implementasinya di lapangan, sangat jauh

dari kondisi normatif tersebut. Dimulai dari pemilihan desa – desa kenapa disitu

ada program PHBM, biasanya disebabkan karena kepentingan Perhutani untuk

mengamankan kawasan hutan negara yang ada di desa tersebut, bukan disebabkan

karena itikad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

memanfaatkan sumberdaya hutan negara yang ada di desa tersebut (Diantoro et

al., 2014).

Melalui contoh kemitraan yang ada di Jawa Tengah kolaborasi pengelolaan

kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan

menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan dimasa yang akan

datang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan

fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 5,6

juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman

rakyat, hutan desa dan skema-skema lainnya. Melalui peningkatan partisipasi
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masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama

masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat

menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu

menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan

(institutional sustainability) pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro,

kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan

meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan seluas

5,6 juta hektar tersebut yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas

lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu

kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun

dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan interes ekonomi tetapi juga

bertumpu pada pilar cultural cognitive yang ada dan berkembang dalam

masyarakat (Kementerian Kehutanan, 2011).
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III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani selama 6

bulan dari Juli 2016 sampai dengan Januari 2017.

Gambar 2. Peta areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani, (2015).
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B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, perekam suara, kamera,

komputer/laptop dan panduan wawancara (queisioner). Objek dalam penelitian

ini adalah kelembagaan KTH dan pengusahaan hutan lain yang dilakukan secara

perorangan yang ada di areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani.

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah:

1. Kelembagaan KTH adalah kelembagaan yang sudah terbentuk berdasarkan

SK penetapan.

2. Pengusahaan perorangan adalah perorangan yang melakukan aktifitas di dalam

kawasan hutan produksi KPH Unit XIV Gedong Wani.

D. Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data yang diambil berupa :

a. Koordinat lokasi kelembagaan KTH dan lokasi usaha milik pengusahaan

perorangan yang ada di areal KPH Unit XIV Gedong Wani.

b. Identitas responden mencakup nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan

utama, jumlah tanggungan, jabatan di desa dan jabatan di kelompok tani.

c. Pengetahuan tentang kelembagaan.
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d. Data kelembagaan kelompok meliputi: nama kelompok, anggota kelompok,

pengurus kelompok, luas areal kelola kelompok, alamat kelompok tani, struktur

organisasi.

2. Data Sekunder

a. Data keadaan umum lokasi penelitian yang merupakan karakteristik suatu

kelompok yang meliputi profil desa, keadaan sosial ekonomi masyarakat,

kondisi fisik dan biologi yang bersumber dari aparat desa maupun pemerintah

daerah atau provinsi setempat.

b. Data kerangka aturan kelembagaan, meliputi: Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART) kelompok, aturan dalam mengakses sumberdaya

dan aturan pemberian sanksi.

c. Data administrasi yang berhubungan dengan kelembagaan dan kemitraan yang

berada di KPH Unit XIV Gedong Wani meliputi: RPHJP, RPJPD dan MOU.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara studi kasus bertipe open ended dimana peneliti bertanya kepada

responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka

mengenai peristiwa yang ada. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak

instansi KPH Unit XIV Gedong Wani, pengurus dan kelompok kemitraan KTH

dan pengusahaan hutan.
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2. Observasi  Partisipan

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak

hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran

dalam situasi tertentu dan berpartisifasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan

diteliti.

3. Analisis Dokumen

Tipe informasi ini  menggunakan berbagai bentuk objek rencana-rencana

pengumpulan data yang meliputi: Surat, memorandum, pengumuman resmi,

agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, laporan-laporan peristiwa tertulis

lainya, dokumen administratif proposal, laporan kemajuan, dokumen intern

lainnya dan penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi yang resmi serta kliping-

kliping baru dan artikel-artikel baru yang muncul di media masa.

4. Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan dan

sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide.

Responden dipilih secara purposif, karena itu sampel tidak perlu mewakili

populasi. Pertimbangan penelitian, sampel bukan berdasarkan pada aspek

keterwakilan populasi di dalam sampel. Pertimbangan lebih kepada kemampuan

sampel (responden) untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada

peneliti  (Irawan, 2006). Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini

meliputi Kepala KPH Unit XIV Gedong Wani dan 3 (tiga) kepala resort, kepala

desa masing-masing lokasi kemitraan, ketua kelompok tani kemitraan serta tokoh

masyarakat dan agama.
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F. Analisis Data

Data penelitian ini berupa data kualitatif. Dengan demikian, teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis  deskriptif kualitatif.

Analisis data pemetaan konflik dianalisis dengan Rata (Rapid Land Tenure

Assessment) dan data kemitraan, kelembagaan serta implementasinya dianalisis

secara deskiptif  kualilatif. Analisis deskriptif kualitatif dapat mengkaji

kelembagaan kelompok tani dan implementasi kemitraan yang ada di KPH Unit

XIV Gedong Wani.

1. Data pemetaan konflik dianalisis dengan Rata (Rapid Land Tenure

Assessment).

Langkah-langkah dalam Rata adalah:

Menentukan dan memetakan tempat potensial, dimensi klaim sengketa, analisis

aktok, penilaian, studi kebijakan dan pilihan kebijakan. Tahapan dan sasaran

analisis Rata disajikan dalam Gambar 3.
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Sumber : Galudra (2013)

Gambar 3. Tahapan dan sasaran Analisis Rata (Rapid Land Tenure Assessment).

Masukan/
Metode

Fase Keluaran/
referensi

Menentukan
Lokasi Potensial

Menentukan
Lokasi Potensial

Memetakan daerah/
Analisis citraTahapan 1

Faktor yang
memperburuk

situasi:politik,ekonom
i,lingkungan,dll

Dimensi/sejarah
Klaim bersaing

Pemetaan
penjelasan

konflik
Tahapan 2

Data sekunder:
Sejarah,sosio-

ekonomi,demografik,penetapan
daerah oleh pemerintah,ekologi

dll

Analisis pelaku

Menentukan pelaku
utama,

hubungan dan
kekuasaan

mereka

Tahapan 3

Penilaian
individu,

kelompok,
pemerintah,dll

Beragam bentuk
klaim hukumTahapan 4

Wawancara, PRA,
diskusi kelompok

terarah

Studi kebijakan:
Undang-undang

Hukum sah,
Peraturan.dll

Beragam
kebijakan

hukum

Analisis kebijakanyang
deskriptif dan

perspektif historisTahapan 5

Pilihan
Kebijakan/
intervensi

Mekanisme
resolusi konflikDialog kebijakanTahapan 6
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2. Data  kemitraan, kelembagaan dan implementasinya dianalisis secara deskiptif

kualilatif. Proses analisis data penelitian kualitatif disajikan dalam Gambar 4.

Data yang terkumpul di atas dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Irawan,

2006):

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini pengumpulan data mentah melalui wawancara mendalam ,

observasi partisipan dan analisis dokumen. Gunakan alat-alat yang perlu seperti

tape recorder, kamera dan lainnya.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini yaitu merubah catatan menjadi dalam bentuk tertulis baik yang

berasal dari rekaman atau catatan tulis tangan. Tidak diperkenankan untuk

merubah isi yang ada tetapi harus persis apa adanya (verbatim).

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip secara

perlahan pada bagian-bagian tertentu  terdapat hal –hal yang penting untuk

dicatat kemudian diambil sebagai kata kunci dan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat  konsep-

konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

Misalnya dari 65 kata-kata  akan  dijadikan kedalam 12 kategori.



33

5. Penyimpulan Sementara

Sampai proses ini sudah dapat diambil kesimpulan tetapi hanya bersifat

sementara, kesimpulan ini 100%  harus berdasarkan data jika penulis ingin

memberi penafsiran dari pikiran maka dapat ditulis pada bagian akhir

kesimpulan ini disebut sebagai observers comments (OC).

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck anata satu sumber data dengan

suber lainnya dalam proses ini beberapa kemungkinan akan terjadi yaitu,

pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu

sumber data berbeda dengan sumber lain tetapi tidak harus bertentangan.

Ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dari sumber lain.

7. Penyimpulan Akhir

Penyimpulan akhir dilakukan apabila sudah berkali-kali mengulang langkah

satu sampai enam, kesimpulan akhir diambil apabila data dirasa sudah jenuh

(saturated) dan setiap penambahan data baru hanya akan membuat ketumpang

tindihan data (redundant).

Sumber : Irawan (2006)

Gambar 4. Proses analisis  data penelitian kualitatif.

Pengumpulan
data mentah

Transkrip data Pembuatan
koding

Kategorisasi
data

Penyimpulan
sementra

TriangulasiPenyimpulan
akhir

1     1 1     2 1     3 1     4

1     51     61     7
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.  Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000

tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Lampung

seluas ± 1.004.735 ha. Atau sama dengan 30,43 % dari luas daratan Provinsi

Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

- Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam

(Darat dan Perairan) Taman Buru :  ± 462.030 Ha

- Hutan Lindung :  ± 317.615 Ha

- Hutan Produksi Tetap :  ± 191.732 Ha

- Hutan Produksi Terbatas :  ± 33.358 Ha

Sedangkan berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari penutupan lahan pada tahun

2008, menunjukkan bahwa ± 66 % kawasan hutan di wilayah Provinsi Lampung

sudah tidak lagi berupa hutan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :
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Tabel 1.   Rekapitulasi penutupan lahan pada kawasan hutan di Provinsi
Lampung pada tahun 2008.

Fungsi Hutan
Kategori Penutupan Lahan
Hutan Non Hutan

Jumlah
Luas % Luas %

Kawasan Hutan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam (Darat
dan Perairan) Taman Buru

236.761 55 193.713 45 430.474

Kawasan Hutan Lindung 57.171 18 260.444 82 317.615

Kawasan Hutan Produksi Terbatas
(HPT) 6.672 20 26.686 80 33.358

Kawasan Hutan Produksi Tetap 30.677 16 161.055 84 191.732

Jumlah 331.271 34 641.898 66 973.179*)

Sumber : RPHJP KPH Unit XIV Gedong Wani 2015.

B. Letak dan Luas Wilayah

Lokasi dari areal kerja dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani terletak pada 4

(empat) Register Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu pada KHP Way Ketibung

I Register 5; KHP Way Ketibung II Register 35; KHP Way Kibang Register 37

dan KHP Gedong Wani Register 40. Seluruh register tersebut termasuk dalam

wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai Prioritas yaitu DAS Way Sekampung

yaitu masuk dalam wilayah Sub DAS Ketibung, Sub DAS Kadis dan Sub DAS

Sekampung Hilir.

Secara administrasi wilayah pemerintahan wilayah dari UPTD KPH Unit XIV

Gedong Wani terletak di 2 (dua) wilayah administrasi pemerintahan yaitu

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 11

Kecamatan dan 35 Desa, sedangkan secara koordinat geografis terletak di :

=  105º  17’ 40” sampai dengan 105º  32’ 35” Merdian Timur
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=    05º  10’ 00” sampai dengan   05º  32’ 30” Lintang Selatan. Luas wilayah

KPH Unit XIV Gedong Wani sesuai SK. 427/Menhut-II/2011 seluas 30.243 ha,

saat ini mengalami pengurangan luas untuk pembangunan kantor pemerintahan

Provinsi Lampung (Kota Baru) menjadi 28.935 ha. Peta kawasan KPH Unit XIV

Gedong Wani disajikan pada Gambar 2.

C. Batas-batas Kawasan

Secara administrasi wilayah pemerintahan areal wilayah kerja dari UPTD KPH

Unit XIV Gedong Wani termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan

dan Kabupaten Lampung Timur. Dimana 4 (empat) Kawasan Hutan Produksi

tersebut telah dilaksanakan pengukuhan batas luarnya oleh Sub Balai

Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjungkarang dan telah ditanda tangani oleh

Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan dan Panitia Tata

Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah (sekarang menjadi

Kabupaten Lampung Timur). Hasil pengukuran tata batas tersebut telah disahkan

oleh Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan atas nama Menteri Kehutanan

pada tanggal 10 April 1997, walaupun kegiatan pengukuhan/pengukuran batasnya

telah ketemu gelang tetapi sampai saat ini kawasan hutan tersebut belum

mendapatkan keputusan penetapannya dari Menteri Kehutanan.

Untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur telah dipasang pal batas yang terbuat

dari cor beton bertulang yang berukuran 10 x 10 x 130 cm sebanyak 750 buah

yaitu dari pal batas nomor B/HP/1 s/d pal batas nomor B/HP/750 dengan

pengukuran sepanjang 77,50 Km, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lampung
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Selatan juga telah dipasang pal batas yang terbuat dari cor beton bertulang yang

berukuran sama yaitu berukuran 10 x 10 x 130 Cm sebanyak 1074 buah  yaitu

dari pal batas nomor  B/HP 751 s/d pal batas nomor B/HP/1824 = B/HP/1

sepanjang 114 Km. Secara keseluruhan pal batas yang telah terpasang tersebut

berbatasan langsung dengan tanah marga atau kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi yang sudah dilepas menjadi bukan kawasan hutan terkecuali dari pal

batas nomor B/HP/1190 s/d pal batas nomor B/HP/1297 merupakan batas fungsi

yaitu berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung (KHL) Batu

Serampok Reg. 17. Walaupun telah dilakukan beberapa kali rekonstruksi batas

yang dilaksanakan secara sporadis, tetapi tetap saja tanda batas yang berupa pal

batas dilapangan sulit diketemukan sehingga diperlukan adanya penataan/

pengukuran yang secara simultan agar batas wilayah areal kerja dari UPTD Areal

wilayah kerja dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani dapat di akui baik secara

de facto maupun de jure. Lokasi dari areal kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong

Wani berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL)

- Sebelah Timur berbatasan dengan APL

- Sebelah Selatan berbatasan dengan APL

- Sebelah Barat berbatasan dengan APL dan KHL Batu Serampok Register 17

D. Sejarah Wilayah Pengelolaan

Sebagian besar kawasan hutan diwilayah Provinsi Lampung telah ditunjuk

sebagai kawasan hutan sejak jaman Belanda, khususnya untuk lokasi areal kerja

UPTD KPH Gedong Wani yang terdiri dari : KHP Way Ketibung I Register 5
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telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 308 tanggal

31 Maret 1941 KHP Way Ketibung II Register 35 telah ditunjuk berdasarkan

Besluit Resident Lampung District No. 99    tanggal 7 Februari 1933, KHP Way

Kibang Register 37 telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung

District No. No. 311    tanggal 31 Maret 1941 dan KHP Gedong Wani Register 40

telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372 tanggal

12 Juni 1937. Dalam rangka mengamankan kawasan hutan dari perambahan

masyarakat akibat bertambahan penduduk, khususnya dikawasan hutan produksi

maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejak tahun 1970-an

mengeluarkan kebijakan yaitu dengan program  Hak Pengusahaan Hutan Kultur

(HPHK) yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa perusahaan yang telah memegang ijin HPHK dari Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  di wilayah kawasan hutan
produksi Register 5, 37 dan 40.

No Nama Pemegang SK kepala Dishut Provinsi Lampung Tempat /
Ijin Nomor Tanggal Luas (Ha) Lokasinya

1 CV. Tunas 001/PH/1974 20 –2–1974 1.880,00 KHP  Reg  40

2 a. PT Herima

b.PT Herima

003/PH/1974

003 / PH/1975

27 -2 -1974

1 -4 - 1975

651,00

403,00

KHP Reg. 40

KHP Reg. 40

3 PT Lampung
Pelletizing
Factory

004/PH/ 1974 1 -4 -1974 3.092,25 KHP Reg. 40

4 PT Lakop 005/PH/1974 1 – 5-1974 6.291,00 KHP Reg. 37

5
PT Hanni Jadico
Ltd 006/PH/1974 6-9-1074 2.500,00

300,00
KHP  Reg  37
KHP  Reg. 40

6 PT Lestari 007/ PH/1974 28-9-1974 2.294,00 KHP  Reg 40

7 PT Daya Karya 007/PH/1974 30-9-1974 2.600,00 KHP Reg 35

8 PT Mitsugoro 009/PH/1974 29-9-1974 3.640,62 KHP  Reg  40

9 PT Singgalaga KHP  Reg  5

Sumber : RPHJP KPH Unit XIV Gedong Wani 2015.
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Dari berbagai Peta Besluit Resident Lampung District yang ada di wilayah

Provinsi Lampung dari skala 1 : 25.000 dituangkan kedalam Peta Rencana

Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) Skala 1 : 250.000 yang digunakan

sebagai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 67/Kpts-II/1991

tanggal 31 Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi

Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai

kawasan hutan, seluas ± 1.237.200 ha.

Pada tahun 1999 kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang, sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 416/Kpts-II/1999

tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi

Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai

kawasan hutan, seluas ± 1.144.512 Ha dengan rincian sebagai berikut

 Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam

(Darat dan Perairan) : ± 296.879 Ha

 Hutan Lindung : ± 331.531 Ha

 Hutan Produksi Terbatas : ±   44.120 Ha

 Hutan Produksi Tetap : ± 192.902 Ha

 Hutan Fungsi Khusus (Pusat Latihan Gajah) : ± 125.621 Ha

 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi : ± 153.459 Ha

Pada tahun 2000 kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang lagi, sesuai Surat

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23

Januari 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah
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Provinsi Lampung  seluas ± 1.004.735 ha dengan melepas Kawasan Hutan yang

dapat di Konversi (HPK) seluas ±  145.125 ha menjadi bukan kawasan hutan

dimana kewenangan pengaturan tata ruang/tata guna tanah eks HPK  tersebut

menjadi kewenangan Gubernur Lampung.  Pelaksanaan pengalokasian,

pendistribusian dan pemberian hak atas tanah dimaksud kepada Masyarakat,

Badan Hukum dan Instansi Pemerintah yang selama ini telah memanfaatkan dan

menguasai secara fisik tanah tersebut, diatur dan ditetapkan pedoman dan

pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No 6 Tahun

2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan

Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 145.125 ha  menjadi kawasan

bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah.

Akibat adanya pelepasan kawasan hutan tersebut, khususnya di wilayah Kawasan

Hutan Produksi Reg 5; Reg 35; Reg 37 dan Reg 40 terjadi pembuatan sertifikat

tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dimana

sewaktu melaksanakan pensertifikatannya BPN tidak menyertakan petugas

kehutanan baik dari provinsi maupun kabupaten sehingga terjadilah adanya

sertifikat dalam kawasan hutan.

E. Potensi Wilayah

1. Penutupan Lahan

Berdasarkan dari hasil penafsiran Peta Citra Landsat 7 ETM+ Path/Row 123/064

liputan tanggal 26 April 2010, dapat disimpulkan untuk penutupan lahan di areal

lokasi wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah berupa : Pertanian
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Lahan Kering (Pt); Pertanian Lahan Kering (Pc); Pemukiman (Pm); Lahan

Terbuka (T); Belukar (B); Perkebunan (Pk)  dan Pabrik . Untuk jelasnya dapat

dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 : Peta Penutupan Lahan di areal wilayah kerja KPH Unit XIV Gedong
Wani Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

2. Potensi Kayu/ Non Kayu

Sesuai dengan peta penutupan lahan dapat diketahui bahwa di lokasi areal

wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani untuk jenis tanaman perkebunan

sebagian besar berupa tanaman karet dan tanaman sawit sedangkan tanaman

PETA PENUTUPAN LAHAN
KPHP GEDONG WANI

KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR DAN LAMPUNG

SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

LUAS 30.243 HA
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kayunya berupa tanaman mahoni, gamelina, sengon dan jati, tetapi sampai saat ini

potensi dari tanaman tersebut belum dapat diketahui karena saat ini belum

dilaksanakan kegiatan inventarisasi. Kegiatan yang saat ini dilaksanakan baru

berupa  kegiatan indentifikasi permasalahan yang ada di lokasi UPTD KPH Unit

XIV Gedong Wani.

3. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Seperti yang telah di uraikan dimuka bahwa lokasi areal wilayah UPTD KPH

Unit XIV Gedong Wani sebagian besar terdiri dari 2 wilayah administrasi

pemerintahan Kabupaten, 11 Kecamatan dan 39 Desa, sehingga untuk lokasi

tersebut, keberadaan flora dan fauna langka sudah tidak ada lagi karena seluruh

lahan sudah diokupasi oleh masyarakat.

4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Sampai saat ini untuk potensi jasa lingkungan dan wisata alam di wilayah UPTD

KPH Unit XIV Gedong Wani dapat dikatakan belum ada tetapi terdapat potensi

berupa hamparan batu yang berada di desa Srikaton seluas ± 2 ha. bila

diperhatikan pada lokasi tersebut nantinya bila dikelola dengan baik ada potensi

yang bisa dikembangkan berupa wisata alam karena ada lokasi dimana berupa

hamparan batu yang besar-besar.

F.  Informasi Sosial Budaya Masyarakat dalam Kawasan Hutan

Sesuai dengan letaknya secara geografis wilayah Provinsi Lampung merupakan

pintu gerbang menuju Pulau Sumatera, yang jaraknya relatif dekat dengan Pulau
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Jawa, sehingga sejak tahun 1960 an banyak penduduk pendatang dari Pulau Jawa,

Pulau Bali dan Sumatera Selatan baik melalui jalur resmi yaitu dengan cara

transmigrasi umum maupun transmigrasi spontan. Karena jenis tanahnya relatif

subur maka mereka membuka lahan di kawasan hutan, khususnya pada lokasi di

areal wilayah kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani yang jaraknya relatif

dekat dengan pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten, karena para

pendatang yang masuk sebagian besar tidak mempunyai keterampilan yang

memadai maka mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Akibat dari banyaknya pendatang yang masuk dalam kawasan hutan tersebut dan

belum ada upaya pengamanan hutan yang memadai pada saat tersebut, maka lama

kelamaan mereka membentuk desa/kelurahan. Saat ini jumlah desa yang berada

dalam areal wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah mencapai 38

Desa walaupun tidak semua dusun dari desa tersebut yang masuk dalam kawasan

hutan , tetapi ada juga yang seluruh dusun yang ada di desanya masuk dalam

kawasan hutan baik lahan pemukiman maupun perladangannnya. Walaupun

masyarakat yang berada dalam kawasan hutan bermata pencaharian sebagai

petani tetapi sebagian besar dari mereka tetap mengakui keberadaannya dalam

kawasan hutan, hanya mereka tetap berikhtiar agar lahan mereka kalau bisa dapat

dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dapat dimilikinya. Dari hasil identifikasi di

lokasi tersebut tidak diketemukan keberadaannya hukum adat.



VI.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konflik tenurial yang terjadi di KPH Unit XIV Gedong Wani dipengaruhi oleh

beberapa faktor  yaitu adanya tenaga kerja yang didatangkan oleh HPHK dari luar

daerah, permasalahan tata batas, tumpang tindih areal dengan HGU PTPN VII dan

PT Daya Karya, kerjasama kebun penelitian dengan Universitas Lampung,

terdapat areal transmigrasi dan desa definitif di dalam kawasan, terdapat

peternakan ayam serta fasilitas umum milik pemerintah di dalam kawasan hutan

KPHP Unit XIV Gedong Wani. Beberapa pelaku utama yang terlibat di dalam

konflik tenurial tersebut yakni: KPH Unit XIV Gedong Wani, Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung, BPHP Wilayah VI Bandar Lampung, BPKH Unit XII

Lampung, Masyarakat penggarap lahan, desa dalam kawasan, kepala desa,

peternakan ayam, pabrik tepung singkong ( PT Darma Agrindo), PTPN VII, PT

Daya Karya, LSM Registra Hidup Sejatera, LSM Himpunan Kerukunan Tani

Indonesia, LSM Manunggal Wana Bakti, aparatur kecamatan, Koramil dan

Polsek, fasilitas umum pemerintah, Tokoh adat dan pemilik lahan yang dominan.

Pengembangan uji coba program kemitraan di KPH unit XIV Gedong Wani

dilaksanakan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Agroforest Park dan peternak

ayam. Tujuan pengembangan progam kemitraan yang dibangun KPH Unit XIV
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Gedong Wani  secara umum adalah diharapkan peran serta masyarakat dan

pemerintah secara aktif di dalam pengelolaan untuk meningatkan penghasilan,

masyarakat memperoleh jaminan pengelolaan jangka panjang serta kepastian hak

terhadap pegusahaan yang dilakukan didalam areal KPH Unit XIV Gedong Wani

Pelaksanaan kemitraan antara KTH Agroforest Park dengan KPH Unit XIV

Gedong Wani  dilaksanakan pada 30 Juni 2015, perjanjian kerjasama

dilaksanakan selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan

dan aturan yang berlaku. KTH Agroforest Park terdiri dari 37 anggota dengan

total luas areal garapan seluas 29 ha yang berada di desa Karang Rejo Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Implementasi kemitraan difasilitasi oleh

program kerja DIPA BPPHP WIL.VI Bandar Lampung tahun 2015 dengan

pembuatan demplot untuk pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi,

pola pertanaman dilakukan secara agroforestry tanaman padi sertani, jenis bibit

kehutanan dan MPTs (Multi Purpose Trees Species) yakni jenis Jati, gaharu,

durian, alpukat, petai dan cempaka.

Faktor pendukung pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH unit XIV Gedong

Wani dan KTH Agroforest Park adanya keterlibatan stakeholder terkait dan

tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus KTH Agroforest Park.

Faktor penghambatnya yakni: adanya anggota KTH yang tidak patuh terhadap

aturan dan intervensi terhadap pengurus KTH Agroforest Park yang dilakukan

oleh LSM Manunggal Wana Bakti.
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Penandatanganan perjanjian uji coba kerjasama kemitraan antara peternak ayam

dengan KPH Unit XIV Gedong Wani  dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016.

Perjanjian tersebut dilaksankan selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai

dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku, peternak yang terlibat sebanyak

lima orang dengan total luas lahan 29,52 ha. Ada dua jenis usaha ternak ayam

yang dikembangkan, yakni ayam pedaging dan petelur.

Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH unit XIV Gedong Wani dan

peternak ayam adalah adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha Industri Ayam Ras

dan tingkat kesadaran pelaku ternak. Faktor penghambatnya yakni: keterbatasan

informasi, petugas serta upaya yang dilakukan pihak KPH unit XIV Gedong Wani

masih dirasakan kurang.

B. Saran

Perlu sebuah resolusi konflik yang baik  dalam upaya penyelesaian tenurial di

areal KPH Unit XIV Gedong Wani, salah satu upaya selain pengembangan

program kemitraan yakni keterlibatan pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta

diharapkan dapat menjadi pengolah, pemberdayaan petani dalam hal teknologi,

modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga ketersediaan bahan baku lebih

terjamin dengan kualitas mutu yang diperoleh lebih baik.

Pengembangan uji coba kemitraan kehutanan yang telah dilaksanakan saat ini

dinilai perlu sebuah upaya yang optimal dalam hal pembinaan dan pendampingan

oleh KPH unit XIV Gedong Wani.  Upaya tersebut diharapkan dapat
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meningkatkan kapasitas petani KTH dan peternak ayam sehingga dapat

meningkatkan hasil produksi dalam hal pengembangan usaha tersebut. Selain itu

juga perlu adanya petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pertanian

dan peternakan khususnya pada  instansi KPH Unit XIV Gedong Wani.
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